OPTIMALISASI KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-X111/2015

SKRIPSI

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:
Nama : Diana Hijri Nursyahbani
NIM : 20140610497
Program Studi : llmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama > Diana Hijr Nursyahbani
NIM 20140610497
Judul Skripsi © OPTIMALISANI KEWENANGAN

GUBERNUR DALAM METAKUKAN
PENGAWASAN  PERATURAN  DAERAT
KABUPATEN/KOTA  DAERAIL ISTIMEWA
YOGYAKARTA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAN KONSTITUSI NOMOR
137/PUU-XT1172018

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan
hasil pemelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendini. Jika
terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber vang jelas.
Apabila  dikemudian hari ternyata terdapat  penvimpangan  dan
ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena
karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Demikian pemyataan ini sayva buat

dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

B

* NIM. 20140610497

iv




HALAMAN MOTTO

58 el aa ()
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